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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Negara memiliki kedaulatan penuh atas negaranya termasuk atas pelaksanaan 

aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi kedaulatan tersebut 

dibatasi oleh beberapa faktor, terutama faktor negara lain dimana negara tidak boleh 

melakukan suatu aktivitas lingkungan yang merugikan negara lain, faktor ini 

merupakan perwujudan dari prinsip good neighbourliness yang melarang suatu 

negara melakukan aktivitas lingkungan yang merugikan negara lain. Apabila 

kerugian tersebut terjadi, maka negara yang merugikan tersebut mempunyai 

tanggung jawab atas kerugian yang disebabkannya. Sesuai dengan rumusan 

masalah pertama yaitu “Bagaimana hukum lingkungan internasional membahas 

pertanggungjawaban negara yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya 

alamnya?” Hukum internasional mengatur tentang kedaulatan negara atas 

pengelolaan sumber daya alam dan pertanggungjawaban negara melalui perjanjian-

perjanjian internasional (baik itu bilateral, regional maupun global), konvensi-

konvensi internasional dan hukum kebiasaan internasional yang tertuang dalam 

Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, International Law Commission 

Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 

2001, Convention on Biological Diversity, Forestry Principles dan resolusi yang 

dikeluarkan Majelis Umum PBB mengenai Kedaulatan Permanen atas Sumber 

Daya Alam (KPSA) (The Permanent Sovereignty over Natural Resources). 

Secara garis besar bentuk pertanggungjawaban negara atas kondisi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan adalah: 

a. Restitusi yaitu tindakan untuk mengembalikan keadaan dengan segala yang 

mungkin sehingga tercapai keadaan seperti semula seolah-olah tidak terjadi apa-

apa. 

b. Kompensasi yaitu pembayaran sejumlah uang yang sebanding dengan kerugian 

yang diderita.  
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c. Pemuasan (Satisfaction).  

Upaya pelunasan kerugian yang tidak bisa dibayar dengan uang seperti kehormatan 

atau prestice negara. Pemuasan dapat dilakukan dengan permintaan maaf resmi, 

pengakuan bersalah secara resmi dan lain-lain.  

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu “Bagaimana 

pertanggungjawaban negara tersebut diterapkan oleh Indonesia baik sebagai korban 

maupun pelaku pencemaran / kerusakan lingkungan internasional?” Bisa kita lihat 

dalam penyelesaian kasus Transboundary Haze Pollution antara Indonesia dan 

Singapura, Indonesia sebagai pelaku dinilai tidak serius dalam menyelesaikan 

sengketa ini karena hanya mengandalkan permintaan maaf tanpa ada solusi yang 

nyata.  

Saat ini, setelah Indonesia meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze 

Pollution, penanggulangan kebakaran hutan oleh pemerintah Indonesia semakin 

membaik meskipun ketika Indonesia mendapat bantuan teknis, masih ada beberapa 

kendala salah satunya dalam permasalahan data dan personil yang membuat 

Indonesia kesulitan untuk menurunkan angka kebakaran. Selain upaya 

penanggulangan ini Indonesia juga mendapat beberapa keuntungan dengan 

meratifikasi AATHP karena Indonesia tidak lagi bisa dituntut atas polusi ini karena 

telah menjadi tanggung jawab negara-negara ASEAN secara bersama-sama140. Hal 

ini diakibatkan karena perkembangan hukum lingkungan internasional seiring 

berjalannya waktu dimana masyarakat internasional menganggap isu lingkungan 

merupakan isu bersama dan lahirlah prinsip Common But Differentiated 

Responsibility. Karena telah meratifikasi AATHP, Indonesia sebagai pelaku 

pencemaran lintas batas harus menghormati hak-hak negara yang terdampak dari 

pencemaran yang tersirat dalam Pasal 16 AATHP yaitu para pihak dapat melakukan 

pertukaran informasi, tenaga ahli, teknologi dan keterampilan yang relevan 

yangberguna untuk meminimalisir dampak kebakaran.  

Lebih lanjut, dalam hal Indonesia sebagai korban pencemaran lintas batas dapat kita 

lihat dalam kasus tumpahan minyak Montara antara Indonesia dan Australia, kasus 

                                                           
140 Pasal 4 AATHP 
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ini dapat diselesaikan sesuai UNCLOS 1982 karena kedua belah pihak telah 

meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga kedua negara terikat dengan UNCLOS 1982 

apabila terjadi sengketa laut internasional termasuk pencemaran. Kedua belah pihak 

telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung penyelesaian sengketa ini tetapi 

pada akhirnya tetap ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain Indonesia tidak 

mempunyai cukup bukti untuk mengajukan tuntutan, Indonesia diberatkan dengan 

kenyataan dimana Indonesia tidak melakukan tindakan pencegahan sejak awal 

terjadinya pencemaran tersebut, kemudian karena UNCLOS 1982 tidak 

menentukan secara spesifik sistem ganti rugi yang bisa dijadikan dasar tuntutan 

tumpahan minyak Montara sehingga Indonesia menjadi sulit untuk menentukan 

besarnya jumlah ganti rugi yang harus dibayar Australia sehingga kasus ini belum 

terselesaikan. 

Pada intinya, dalam menyelesaikan sengketa, dalam hukum lingkungan 

internasional tidak ada peraturan yang mewajibkan negara-negara yang bersengketa 

untuk melakukan penyelesaian melalui metode tertentu, metode apapun 

diperbolehkan selama dilaksanakan secara damai sejalan dengan Piagam PBB, 

disetujui oleh para pihak yang bersengketa, dan tetap memperhatikan prinsip-

prinsip dalam hukum lingkungan internasional seperti prinsip kedaulatan dan 

tanggung jawab, prinsip good neighbourliness, prinsip tindakan pencegahan, 

prinsip kehati-hatian, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mempunyai beberapa saran yaitu: 

1. Indonesia harus membentuk hukum yang sesuai dan bisa berjalan selaras dengan 

hukum internasional agar tidak lagi ada ketidakpastian dan kekosongan hukum 

karena perbedaan hukum yang ada terutama mengenai lingkungan internasional, 

contohnya dengan membuat hukum yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang 

ada dalam Convention of Biological Diversity (CBD) mengingat Indonesia sudah 

meratifikasi CBD tetapi hukum nasionalnya belum ada yang mengadopsi 

ketentuan-ketentuan dalam CBD, dan kekosongan hukum dalam proses 
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penyelesaian sengketa tumpahan minyak Montara yang mengatur antara 

individu/privat dengan pemerintah yang bisa diakui secara lintas batas. 

2. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 

Indonesia untuk meminimalisir lambatnya penanganan dan penyebaran informasi 

dalam hal kerusakan dan pencemaran lingkungan baik nasional maupun 

internasional. 

3. Dalam kasus Transboundary Haze Pollution Indonesia-Singapura, Indonesia dan 

negara anggota ASEAN lainnya seharusnya membentuk hukum yang lebih spesifik 

dan jelas yang bisa disepakati oleh semua negara anggota, bisa berupa perjanjian 

bilateral atau regional yang tidak hanya berfokus dalam penyelesaian secara damai, 

tapi juga melibatkan sanksi karena lebih bisa menimbulkan efek jera demi 

melindungi lingkungan mengingat dewasa ini isu lingkungan merupakan isu 

bersama. Meningkatkan komitmen untuk saling menjaga dan melindungi  

4. Dalam kasus tumpahan minyak Montara, Indonesia sebagai korban pencemaran 

sebelum mengajukan gugatan seharusnya mempersiapkan hal-hal dengan lebih baik 

misalnya mengikuti langkah-langkah dan ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 

1982 terlebih dahulu, melakukan survey dan penelitian di lapangan dan membawa 

sampel dari tumpahan minyak tersebut secara bersama-sama agar bisa dilihat 

langsung oleh kedua belah pihak dan cukup menjadi bukti, kemudian apabila 

langkah-langkah dan bukti-bukti dinilai sudah cukup baru lah mengajukan gugatan 

yang disertai dengan tindakan tegas terlebih dalam hal tanggungjawab terhadap 

warga negaranya di Timor yang terdampak langsung tumpahan minyak Montara. 
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